Potret Inflasi Jateng Menjelang Lebaran 2021

SEMARANG - Inflasi Provinsi Jawa Tengah pada bulan April 2021 tercatat sebesar 0,04
persen (mtm), lebih rendah dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 0,08 persen
(mtm). Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Pribadi Santoso mengatakan,
realisasi tersebut juga lebih rendah dibandingkan rerata lima tahun terakhir yang sebesar 0,12
persen (mtm). Kendati demikian, inflasi Jawa Tengah secara tahunan masih tercatat lebih tinggi
1,52 persen (yoy) dibandingkan dengan inflasi nasional yang sebesar 1,42 persen (yoy).
"Berdasarkan kelompok pengeluaran, penurunan inflasi Jawa Tengah pada Maret 2021
terutama disebabkan oleh meredanya tekanan harga Kelompok Makanan, Minuman dan
Tembakau serta Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran," kata Pribadi
melalui siaran pers yang diterima Bisnis, Rabu (12/5/2021).

Sementara itu lanjutnya, walaupun masih menjadi kontributor deflasi bagi Provinsi
Jawa Tengah, Kelompok Transportasi mulai mencatatkan peningkatan tekanan harga
dibandingkan bulan lalu. Penurunan tekanan harga yang signifikan pada Kelompok Makanan,
Minuman, dan Tembakau terutama disebabkan oleh meredanya tekanan harga komoditas
hortikultura, di antaranya cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah. Inflasi cabai merah dan
cabai rawit yang berlangsung sejak November 2020, telah berbalik arah menjadi deflasi seiring
dengan pulihnya pasokan produksi di Kabupaten Temanggung, Magelang, Banjarnegara, serta
Brebes.

Selanjutnya, harga komoditas beras juga terus mengalami penurunan seiring dengan
masa panen raya yang masih berlangung hingga bulan April 2021 diantaranya di Kabupaten
Grobogan, Demak, dan Blora. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus
berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan (Kementan, Kemendag, Bulog) untuk
melaksanakan program Serap Gabah (SERGAB) dalam rangka memitigasi risiko rendahnya
harga gabah di tingkat petani, mengingat kualitas gabah yang relatif memburuk akibat
tingginya curah hujan pada masa fenomena La Nina.

"Penurunan indeks harga bahan makanan tersebut selanjutnya menahan inflasi
Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran, lebih rendah dari tren historis hari
raya keagamaan," jelasnya. Di sisi lain, deflasi pada Kelompok Transportasi juga masih
berlangsung pada bulan laporan, walaupun intensitasnya lebih kecil dibandingkan bulan Maret
lalu. Insentif Pemerintah berupa penurunan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
untuk mobil masih menahan laju inflasi di Jawa Tengah. Selanjutnya, kebijakan Pemerintah
dalam memberlakukan pembatasan mobilisasi masyarakat antar daerah juga turut menahan
inflasi pada komoditas jasa transportasi seperti angkutan udara, kereta api, dan angkutan antar
kota, yang secara historisnya meningkat tinggi pada periode perayaan hari besar keagamaan.
"Walaupun tekanan inflasi masih rendah, terdapat potensi risiko peningkatan inflasi khususnya
dari faktor eksternal. Harga komoditas di pasar internasional mulai mengalami peningkatan
diantaranya komoditas jagung, kedelai dan crude palm oil (CPO)," ujarnya. Komoditas jagung
dan kedelai yang menjadi komponen utama pakan ternak masih terus melanjutkan tren inflasi
yang tinggi sejak Mei 2020, akibat gangguan produksi di Amerika Serikat dan Brazil.
Peningkatan juga terjadi pada harga komoditas minyak goreng di domestik akibat penurunan
produksi CPO di Malaysia. "Untuk menjaga inflasi tetap rendah dan terkendali, Tim



Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jawa Tengah akan terus melakukan empat (empat) kunci
pengendalian inflasi yaitu menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, memastikan
kelancaran distribusi, serta memperkuat komunikasi yang efektif untuk menjaga ekspektasi
inflasi masyarakat, khususnya pada periode hari raya keagamaan. Upaya tersebut diharapkan
dapat menjaga inflasi Jawa Tengah pada tahun 2021 tetap berada pada kisaran sasaran inflasi
3,0%=1%," katanya. (k28)

Sumber :

https://semarang.bisnis.com/read/20210512/536/1393349/potret-inflasi-jateng-menjelang-
lebaran-2021, Rabu, 12 Mei 2021




Catatan :

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan
Diagram Timbang Dan Pemgolahan Indeks Harga Konsumen Untuk Kabupaten/Kota Non
Survei Biaya Hidup 2012

Lampiran Bab I

¢ Inflasi merupakan suatu ukuran Yang menggambarkan dinamika perkembangan harga
sekelompok barang dan jasa yang biasa dikonsumsi masyarakat. Perkembangan harga
barang dan jasa ini berdampak langsung terhadap tingkat daya beli dan biaya hidup
masyarakat, juga terkait erat dengan produktivitas ekonomi, serta parameter ekonomi
lainnya.

e Banyak faktor yang dapat menyebabkan inflasi, antara lain faktor permintaan
masyarakat, gangguan produksi, distribusi, dan kebijakan pernerintah. Oleh karena itu,
pengendalian inflasi, baik di tingkat pusat maupun daerah menjadi penting. Bank
Indonesia bersama dengan Pemerintah telah membentuk Tim Pernantauan dan
Pengendalian Inflasi (TPI) di tingkat nasional sejak tahun 2005 berdasarkan pada Surat
Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan Nomor 88/KMK.02/2005 dan Gubernur
Bank Indonesia No.7/9/KEP.GB1/2005.

Kesimpulan :

Inflasi Provinsi Jawa Tengah pada bulan April 2021 tercatat sebesar 0,04 persen (mtm),
lebih rendah dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 0,08 persen (mtm). Kendati
demikian, inflasi Jawa Tengah secara tahunan masih tercatat lebih tinggi 1,52 persen (yoy)
dibandingkan dengan inflasi nasional yang sebesar 1,42 persen. Tim Pengendali Inflasi Daerah
(TPID) Jawa Tengah akan terus melakukan empat (empat) kunci pengendalian inflasi yaitu
menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, memastikan kelancaran distribusi, serta
memperkuat komunikasi yang efektif untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat, khususnya
pada periode hari raya keagamaan. Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga inflasi Jawa
Tengah pada tahun 2021 tetap berada pada kisaran sasaran inflasi 3,0%=+1%.

Sesuai Lampiran Bab I Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 43 Tahun 2015
Tentang Pedoman Penyusunan Diagram Timbang Dan Pemgolahan Indeks Harga Konsumen
Untuk Kabupaten/Kota Non Survei Biaya Hidup 2012, inflasi merupakan suatu ukuran Yang
menggambarkan dinamika perkembangan harga sekelompok barang dan jasa yang biasa
dikonsumsi masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa ini berdampak langsung
terhadap tingkat daya beli dan biaya hidup masyarakat, juga terkait erat dengan produktivitas
ekonomi, serta parameter ekonomi lainnya. Kemudian, menurut Peraturan Kepala BPS ini
pula, inflasi sendiri diperlukan untuk mendorong perekonomian menjadi lebih baik, yaitu
meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung,
dan mengadakan investasi. Akan tetapi, tingkat inflasi yang berfluktuasi tinggi mengakibatkan
besarnya ketidakpastian nilai uang, tingkat produksi, distribusi, dan arah perkembangan
ekonomi, sehingga dapat menimbulkan ekspektasi yang keliru dan mengganggu stabilitas
perekonomian secara keseluruhan. Sebaliknya, inflasi yang terlalu rendah juga tidak
menguntungkan perekonomian karena menggambarkan rendahnya daya beli dan permintaan



masyarakat akan barang dan jasa yang pada gilirannya dapat memperlambat pertumbuhan
ekonomi. Banyak faktor yang dapat menyebabkan inflasi, antara lain faktor permintaan
masyarakat, gangguan produksi, distribusi, dan kebijakan pernerintah. Oleh karena itu,
pengendalian inflasi, baik di tingkat pusat maupun daerah menjadi penting.



